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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR S TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

La.

MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan komoditas
tambang yang merupakan kekayaan alam yang takterbarukan,
diperlukan  pengaturan dalam  pengelolaannyasehingga
cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkansecara optimal dan
bijaksana dengan berpedoman padapembangunan daerah yang
berkelanjutan danberwawasan lingkungan;

. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005
tentang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian
Golongan C Dalam Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai

lagimaka dibutuhkan pengaturan kembali di
bidangpertambangan yang dapat mengelola dan
mengusahakanpotensi komoditas tambang secara mandiri,
transparan, berdaya saing, efisien, dan

berwawasanlingkunganguna menjamin pembangunan daerah
secaraberkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4347);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4959);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah  Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5172);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Menetapkan

Dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagaiunsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

DPRD adalah Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
KabupatenOgan Ilir.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu
dibidang Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-
undanganyang berlaku.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di
bidangpertambangan yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia danberkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorangatau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannyaberdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan  ekonomirakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan.
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalamrangka  penelitian, pengelolaan dan

pengusahaan mineral ataubatubara  yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan
penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam,
yangmemiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan
kristal teratur ataugabungannya yang membentuk batuan,
baik dalam bentuk lepas ataupadu.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang
terbentuksecara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan
mineral yangberupa bijih atau batuan, di luar panas bumi,
minyak dan gas bumi,serta air tanah.

Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan
karbon yangterdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat,
gambut dan batuanaspal.

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah
wilayahyang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan
tidak terikatdengan batasan administrasi pemerintahan yang
merupakan bagiandari tata ruang nasional.

Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP,
adalahbagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data,
potensi,dan/atau informasi geologi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut
WIUP,adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR
adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha
pertambangan rakyat.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya
disebut WIUPK berada dalam WIUPK yang diberikan kepada
pemegang [UPK.

Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN
adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan
strategis nasional.

Wilayah Izin usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya
disebut WIUPK adalah bagian dari WPN yang dapat
diusahakan.
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Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi tahapan
kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,
adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan.

[UP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukantahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi
dan studi kelayakan.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesaipelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan
tahapan kegiatanoperasi produksi.

Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam
wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan
investasi terbatas.

Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut
dengan IUPK adalah izin usaha pertambangan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus.

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
untukmemperoleh informasi secara terperinci dan teliti
tentang lokasi,bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber
daya terukur dari bahangalian, serta informasi mengenai
lingkungan sosial dan lingkunganhidup.

Operasi  Produksi adalah tahapan kegiatan wusaha
pertambangan yangmeliputi konstruksi penambangan,
pengolahan, pemurnian termasukpengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian, dampaklingkungan
terkait dengan hasil studi kelayakan.

Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha
pertambanganuntuk meningkatkan mutu mineral dan/atau
batubara serta untukmemanfaatkan dan memperoleh mineral
ikutan.

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan
untukmemindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah
tambang danatau tempat pengolahan dan pemurnian sampai
tempat penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
menjual hasilpertambangan mineral atau batubara.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usahapertambangan untuk menata, memulihkan, dan
memperbaiki kualitaslingkungan dan ekosistem agar dapat
berfungsi kembali sesuaiperuntukannya.

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
melakukanpembangunan seluruh fasilitas operasi produksi,
termasukpengendalian dampak lingkungan.

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan
untukmemproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral
ikutannya.

Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut
pascatambang,adalah kegiatan terencana, sistematis, dan
berlanjut setelah akhirsebagian atau seluruh kegiatan usaha
pertambangan untukmemulihkan fungsi lingkungan alam dan
fungsi sosial menurut kondisilokal di seluruh wilayah
penambangan.
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(1)

(2)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah
kajianmengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan
atau kegiatanyang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi prosespengambilan keputusan serta
penyelenggaraan usaha dan ataukegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah wupaya
penanganandampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup yang ditimbulkanakibat dari rencana usaha dan atau
kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah wupaya
pemantauankomponen lingkungan hidup yang terkena
dampak besar dan pentingakibat dari rencana usaha dan atau
kegiatan.

Upaya  Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan  Upaya
PemantauanLingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan
dalam pengelolaandan pemantauan lingkungan hidup oleh
penanggung jawab usaha danatau kegiatan yang tidak wajib
melakukan analisis mengenai dampaklingkungan (AMDAL).
Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah
dilakukanpenambangan sampai pada batas kedalaman
penggalian maksimalyang diperbolehkan.

Pasal 2
Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam
mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara
untuk kepentingan dalam daerah.

Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan
komoditas tambang:

a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium,
monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium,
kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng,
timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum,
bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium,
kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium,
indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium,
zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium,
thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium,
hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium,
osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium,
germanium, dan zenotin;

c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit,
arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor,
belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit,
oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar,
bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit,
zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu,
clay, dan batu gamping untuk semen;

d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer,
perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate,
granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit,
leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon,
chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan,



gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar,
kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil
sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil
berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah),
urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu
gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak
mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral
bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi
ekonomi pertambangan; dan

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara,
dan gambut.

(3) Perubahan  atas penggolongan  komoditas tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 3
(1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR dan
IUPK.

(2) IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR dan WPN
untuk IUPK.

(3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam
WUP yang ditetapkan oleh pemerintah untuk WPR ditetapkan
oleh Bupati dan WPN ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) WUP, WPR dan WPNsebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berada dalam WP.

Pasal 4
Untuk memperoleh IUP, IPR dan WPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan
administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

BAB II
IZIN USAHA PERTAMBANGAN,
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) IUP yang diterbitkan Bupati terdiri atas dua tahap:
a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan;
b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan dan  pemurnian, serta
pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi
dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) IPR diterbitkan Bupati dan paling lambat dalam 3 (tiga) bulan
setelah diterbitkan wajib melakukan pertambangan.



(4) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan
kepentingan daerah.

(5) Pemegang IUP operasi produkasi dan IPR wajib menyediakan
quarty atau hasil penambangan di dalam wilayah Kabupaten
Ogan Ilir untuk pertambangan, batuan, mineral bukan logam.

Pasal 6
(1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang
diajukan melalui Dinas Pertambangan, Energi dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir oleh:
a. badan usaha;
b. koperasi; dan
C. perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau
perusahaan komanditer.

(4) TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
mendapatkan WIUP.

(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa
IUP.

(6) IPR diberikan Bupati terutama kepada penduduk setempat
baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan
koperasi berdasarkan permohonan yang diajukan melalui
Dinas Pertambangan, Energi da Lingkungan Hidup Kabupaten
Ogan lir.

(7) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah
mendapatkan WPR.

Pasal 7
(1) IUP diberikan melalui tahapan:
a. Pemberian WIUP; dan
b. Pemberian IUP.
(2) IPR diberikan di dalam WPR yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pemberian WIUP

Paragraf 1
Umum

Pasal 8
(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a terdiri atas:
a. WIUP mineral logam;
b. WIUP batubara;
c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
d. WIUP batuan.



(2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara
lelang.

(3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d diperoleh dengan
cara mengajukan permohonan wilayah.

(4) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa
WIUP.

(5) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

(6) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat
diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 9
Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati
mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada
badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 10
(1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam atau
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dibentuk
panitia lelang oleh Bupati, untuk panitia pelelangan WIUP
yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau
wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

(2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
ditetapkan oleh Bupati, beranggotakan gasal dan paling sedikit
5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang
pertambangan mineral dan/atau batubara.

(3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam
dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
meliputi:
menyiapkan lelang WIUP;
menyiapkan dokumen lelang WIUP;
menyusun jadwal lelang WIUP;
mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali,
apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
. melaksanakan lelang WIUP; dan

membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan

mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pas o

e o0 B o)



Pasal 12

(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. administratif;
b. teknis; dan

c. finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk:
a. badan usaha, paling sedikit meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. profil badan usaha;

3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang
usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang; dan

4. nomor pokok wajib pajak.

b. koperasi, paling sedikit meliputi:

C.

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. profil koperasi;

3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang; dan

4. nomor pokok wajib pajak.

orang perseorangan paling sedikit meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. kartu tanda penduduk; dan

3. nomor pokok wajib pajak.

d.perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit

meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. profil perusahaan;

3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang
usaha pertambangan; dan

4. nomor pokok wajib pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b paling sedikit meliputi:
a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di

bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit
3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat
dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau
afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan,;

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam

C.

bidang pertambangan dan/atau geologi yang
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat)
tahun eksplorasi.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit

akuntan publik;

b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk

uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh
persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total
biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah
berakhir; dan



c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah
pengumuman pemenang lelang.

Pasal 13

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:
pengumuman prakualifikasi;
pengambilan dokumen prakualifikasi;
pemasukan dokumen prakualifikasi;
evaluasi prakualifikasi;
klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
penetapan hasil prakualifikasi;
pengumuman hasil prakualifikasi;
undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
pengambilan dokumen lelang
penjelasan lelang;
pemasukan penawaran harga;
pembukaan sampul;

. penetapan peringkat;

. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan
berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis;
dan

o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan

lelang.
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(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta
pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan
data teknis berupa:

lokasi;

koordinat;

jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;

ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan

status lahan.
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Pasal 14

(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan
oleh Bupati dapat memberikan kesempatan kepada peserta
pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan
kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan
dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan
penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) hurufj.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan
kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing
wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan
kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 15
(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka
waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak
pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf k.



(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang
kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 16
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan
panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau
batubara.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara
tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam
dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 17
(1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k hanya
terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.

(2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai
pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama
atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 19
(1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan,
badan wusaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan
permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) kepada Bupatiuntuk permohonan WIUP yang berada
di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut
sampai dengan 4 (empat) mil.

(2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mendapat
rekomendasi terlebih dahulu dari Kepala Desadan diketahui
oleh Camat;

(3) Kepala Desa memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 20
(1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang
terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat
geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem
informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar
biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh
prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan
keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan
penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

(4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP
disertai dengan alasan penolakan.

(5) Besarnya biaya pencadanganwilayah akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP dan IPR

Paragraf 1
Umum

Pasal 21
(1) TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
terdiriatas:
a. IUP Eksplorasi; dan
b. IUP Operasi Produksi.

(2) IUP Eksplorasi terdiri atas:
a. mineral logam;
b. batubara;
c. mineral bukan logam; dan/atau
d. batuan.

(3) TUP Operasi Produksi terdiri atas:
a. mineral logam;
b. batubara;
c. mineral bukan logam; dan/atau
d. batuan.

(4) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas :
a. Mineral logam;
b. Batubara
c. Mineral bukan logam dan/atau batuan.

Paragraf 2
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 22
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dan IPR
meliputipersyaratan:
a. administratif;
b. teknis;
c. lingkungan; dan
d. finansial.
Pasal 23

(1)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal
22 huruf a untuk badanusaha meliputi:
a.Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
minerallogam dan batubara:



(2)

(3)

(4)

1. surat permohonan;

2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

3. surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
mineralbukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;

2. profil badan usaha;

3. akte pendirian badan wusaha yang Dbergerak di
bidangusaha pertambangan yang telahdisahkan oleh
pejabatyang berwenang;

4. nomor pokok wajib pajak;

5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

6. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal

22 huruf a untuk koperasi meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan [IUP Operasi Produksi
minerallogam dan batubara:

1. surat permohonan;

2. susunan pengurus; dan

3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
mineralbukan logam dan batuan:

1. surat permohonan,;

2. profil koperasi;

3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang
usahapertambangan yang telah disahkan oleh pejabat
yangberwenang;

. nomor pokok wajib pajak;
. susunan pengurus; dan
. surat keterangan domisili.
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Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal
22 huruf a untuk orangperseorangan meliputi:
a.Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
minerallogam dan batubara:
1. surat permohonan; dan
2. surat keterangan domisili.
b.Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
mineralbukan logam dan batuan:
1. surat permohonan,;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal
22 huruf a untuk perusahaan firma dan
perusahaankomanditer meliputi:
a.Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
minerallogam dan batubara:
1. surat permohonan;
2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.
b.Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
mineralbukan logam dan batuan:



1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidangusaha
pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.
(4) Untuk IPR:

Surat permohonan;

Nomor pokok wajib pajak;

Surat keterangan domisili.

Pasal 24
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22huruf b
untuk:
(1) TUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga
ahlipertambangan dan/atau geologi yang
berpengalamanpaling sedikit 3 (tiga) tahun;

2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinatgeografis
lintang dan bujur sesuai dengan ketentuansistem informasi
geografi yang berlaku secara nasional.

(2) TUP Operasi Produksi, meliputi:

l.peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat

geografislintang dan bujur sesuai dengan ketentuan
sisteminformasi geografi yang berlaku secara nasional;

.laporan lengkap eksplorasi;

.laporan studi kelayakan;

.rencana reklamasi dan pascatambang;

.rencana kerja dan anggaran biaya;

.rencana pembangunan sarana dan prasarana
penunjangkegiatan operasi produksi; dan

.tersedianya  tenaga ahli pertambangan dan/atau
geologiyang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
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(3) IPR Operasi produksi, meliputi :
1. Peta wilayah dengan batas koordinat geografis;
2.Tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 25
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22huruf c meliputi:
(1) untuk IUP Eksplorasi meliputipernyataan untuk
mematuhiketentuan peraturanperundang-undangan di
bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi
ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang
perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup; dan

b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Untuk IPR membuat Surat Persyaratan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).



Pasal 26
(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal22
huruf d untuk:
a. IUP Eksplorasi, meliputi:
1. bukti penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaankegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi datainformasi
hasil lelang WIUP mineral logam ataubatubara sesuai
dengan nilai penawaran lelang ataubukti pembayaran
biaya pencadangan wilayah danpembayaran pencetakan
peta WIUP mineral bukanlogam ataubatuan atas
permohonan wilayah.
b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diauditoleh
akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun
terakhir;dan
3. bukti pembayaran  pengganti investasi  sesuai
dengannilai penawaran lelang bagi pemenang lelang
WIUPyang telah berakhir.
c. Untuk IPR membuat laporan keuangan 1 (satu) tahun
terakhir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhandiatur
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
IUP Eksplorasi

Pasal 27
IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1)huruf a diberikan oleh Bupatiuntuk WIUP yang berada dalam 1
(satu)wilayah kabupatenatau wilayah laut sampaidengan 4
(empat) mil dari garis pantai.

Pasal 28
(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27diberikan berdasarkanpermohonan dari badan

usaha,koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan
WIUPdan memenuhi persyaratan.

(2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan
umum,eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 29
(1) TUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam
dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga)tahun
dan mineral bukan logam jenis tertentu dapatdiberikan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) TUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) TUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapatdiberikan
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.



Pasal 30
(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan,
pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau
batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan
dan penjualan.

Pasal 31
Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32
Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dikenai iuran dan/atau pajak produksi.

Pasal 33
(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau
batubarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

harusmenyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada
Bupatidalam jangka waktu paling lambat S5 (lima)hari kerja
setelah penetapan pengumuman pemenang lelangWIUP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajibmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal22.

(3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud
padaayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja
tidakmenyampaikan permohonan IUP, dianggap
mengundurkandiri dan uang jaminan kesungguhan lelang
menjadi milik Pemerintah Daerah.

(4) Dalam  hal pemenang lelang WIUP  sebagaimana
dimaksudpada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri,
WIUPditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya
secaraberjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi
datainformasi sama dengan harga yang ditawarkan
olehpemenang pertama.

(5) Bupatimelakukan lelang ulang WIUP apabilapeserta lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakada yang berminat.

Pasal 34
(1) Bupati menyampaikan penerbitan peta WIUP mineralbukan
logam atau batuan yang diajukan oleh badanusaha, koperasi,
atau perseorangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20
ayat (3) kepada Camat dan Kepala Desa untuk mendapatkan
rekomendasi dalam rangkapenerbitan IUP Eksplorasi mineral
bukan logam ataubatuan.

(2) Camat dan Kepala Desa memberikan
rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
sejakditerimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP
mineralbukan logam atau batuan.



Pasal 35

(1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang
telahmendapatkan peta  WIUP  beserta batas dan
koordinatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam
jangka waktupaling lambat S5 (lima) hari kerja setelah
penerbitan petaWIUP mineral bukan logam dan/atau batuan
harusmenyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada
Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengankewenangannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajibmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal23.

(3) Apabila badan usaha, koperasi, atau
perseorangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu S(lima) hari kerja tidak menyampaikan
permohonan I[UP,dianggap mengundurkan diri dan uang
pencadanganwilayah menjadi milik Pemerintah atau milik
pemerintahdaerah.

(4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau
perseorangansebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
dianggapmengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah
terbuka.

Pasal 36
Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonanwilayah
di luar WIUP kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk
menunjangusaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4
IUP Operasi Produksi dan IPR

Pasal 37
(1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal23
ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi,dan
perseorangan sebagai peningkatan dari kegiataneksplorasi.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh
[UPOperasi Produksi sebagai peningkatan dengan
mengajukanpermohonan dan memenuhi persyaratan
peningkatanoperasi produksi.

(3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan
konstruksi,penambangan, pengolahan dan  pemurnian,
sertapengan

(4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada badan
usaha, koperasi, dan  perseoranganyang  memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 23.

Pasal 38
[UP Operasi Produksi dan IPR diterbitkan oleh Bupati, apabila
lokasi penambangan, lokasipengolahan dan pemurnian,
pelabuhan serta quarty/stpekfield tempat penampungan hasil
penambangannya berada di dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 39
(1) TUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
masing 10 (sepuluh) tahun.



(2) TUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan
logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
masing 5 (lima) tahun.

(3) TUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan
logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2
(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama S (lima) tahun dan
dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

(5) TUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)
tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10
(sepuluh) tahun.

(6) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang.

Pasal 40
Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup
yangtelah disahkan oleh instansi yang berwenang

berdampaklingkungan padal (satu) kabupaten, IUP Operasi
Produksi diberikan olehBupati berdasarkan rekomendasi dari
Menteri danGubernur;

Pasal 41
Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli pengelohan dan
pemurnan mineral logamatau batubara di Indonesia, harus
memiliki [UP OperasiProduksi dan IUPK untuk penjualan dan
dilarang melakukan penjualan, pengolahan dan pemurnian dari
hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK.

Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian [UPOperasi
Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus penjualan,
pengelolaan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43
Pemegang IUP Operasi Produksi IPR dan IUPK dapat mengajukan
permohonanwilayah di luar WIUP kepada Bupati sesuai dengan
kewenangannya untuk menunjangusaha kegiatan
pertambangannya.

Bagian Keempat
Luasan WIUP dan Luasan WIPR

Pasal 44
(1)Pemegang IUP diberikan luas wilayah sebagai berikut :

a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan
luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling
banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP
dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu)
hektare.



c. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP
dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan
paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

d. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi
WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

e. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas
paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima
ribu) hektare.

f. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan
luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

g. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas
paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak
50.000 (lima puluh ribu) hektare.

h. Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP
dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

(2)Pemegang IPR diberikan luas wilayah sebagai berikut :
a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
b. Kelompok mesyarakat paling banyak 5 (lima) hektare;
dan/atau;
c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 45
(1) Pemegang IUP, IPR dan IUPK wajib menggunakan perusahaan
jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP, IPR dan
I[UPK dapat menggunakan perusahaaan jasa pertambangan
lain yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian
peralatan di bidang :
penyelidikan umum;
eksplorasi;
studi kelayakan;
konstruksi pertambangan;
pengangkutan,;
lingkungan pertambangan;
pascatambang dan reklamasi; dan/atau
keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di
bidang:
1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian
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(4) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa
pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan
tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.



Bagian Keenam
Pemasangan Tanda Batas

Pasal 46
(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya
[UPOperasi Produksi, IPR dan IUPK pemegang IUP Operasi
Produksi. IPR dan IUPK wajibmemberikan tanda batas wilayah
dengan memasang patokpada WIUP untuk IUP, patok WPR
untuk IPR atau patok WIUPK untuk IUPK.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat(l)
harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPOperasi
Produksi, harus dilakukan perubahan tanda bataswilayah
dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan
tandabatas WIUP, WPR dan WIPUK diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketujuh
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP, WPR atau WIUPK

Pasal 48
(1) Dalam hal pada lokasi WIUP, WPR atau WIUPK ditemukan
komoditas tambanglainnya yang bukan asosiasi mineral yang
diberikan dalamIUP, IPR atau IUPK pemegang IUP Eksplorasi
dan IUP Operasi Produksidan IPR atau IUPK memperoleh
keutamaan dalam mengusahakan komoditastambang lainnya
yang ditemukan.

(2) Dalam mengusahakan komoditas tambang
lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
membentukbadan usaha baru.

(3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi IPR
atau [UPKtidak berminat atas komoditas tambang
lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kesempatanpengusahaannya dapat diberikan kepada pihak
lain dandiselenggarakan dengan cara lelang atau
permohonanwilayah.

(4) Pihak lain yang mendapatkan IUP IUPK atau berdasarkan
lelang atau IPR berdasarkanpermohonan wilayah harus
berkoordinasi dengan pemeganglUP Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi IUPK atau IPR pertama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP,
IUPK atau IPRbaru sesuai komoditas tambang lain diatur
denganPeraturan Bupati.



Bagian Kedelapan
Perpanjangan IUP Operasi Produksi, IPR dan IUPK

Pasal 49
(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi IPR dan IUPK Produksi
diajukankepada Bupati sesuaidengan kewenangannya paling
cepat dalam jangka waktu 2(dua) tahun dan paling lambat
dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sebelum berakhirnya
jangka waktu IUP dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebeum
berakhirnya angka waktu IPR dan IUPK.

(2)Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi IPR dan
[UPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
harusdilengkapi:

a peta dan batas koordinat wilayah;
b bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3

(tiga)tahun terakhir;

laporan akhir kegiatan operasi produksi;

laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

rencana kerja dan anggaran biaya; dan

neraca sumber daya dan cadangan.
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(3) Bupati sesuai dengankewenangannya dapat menolak
permohonan perpanjanganlUP Operasi Produksi IPR dan IUPK
apabila pemegang IUP Operasi Produksi IPR dan IUPK
berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP OperasiProduksi
tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yangbaik.

(4) Penolakan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3)
harusdisampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi IPR
dan IUPK palinglambat sebelum berakhirnya IUP Operasi
Produksi IPR dan IUPK.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat
diberikanperpanjangan sebanyak 2 (dua) kali maka IPR
menyesuaikan dengan potensi yang ada.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah
memperolehperpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2
(dua) kali,harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi
kepada Bupati sesuai dengankewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 50

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah
memperolehperpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2
(dua) kalidalamjangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka
waktu masaberlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan
kepada Bupati sesuai dengankewenangannya mengenai
keberadaan potensi dan cadanganmineral atau batubara pada
WIUP-nya.

(2) WIUP  yang [UP-nya akan berakhir sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) sepanjang masih berpotensi
untukdiusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali
melaluimekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai
denganketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
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Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksudpada
ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hakmenyamai.

BAB III
PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN,
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT ATAU WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 51
Pemegang I[UP, IPR dan IUPK sewaktu-waktu dapat
mengajukanpermohonan kepada bupati sesuai dengan
kewenangannya untuk menciutkan atau mengembalikan
seluruh WIUP, WIUP atau WIUPK.

Pemegang IUP, IPR dan IUPKdalam melaksanakan
penciutanatau pengembalian WIUP, WPR, atau WIUPK
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:

a. laporan, data dan informasi penciutan atau
pengembalianyang berisikan semua penemuan teknis dan
geologis yangdiperoleh pada wilayah yang akan diciutkan
dan alasanpenciutan atau pengembalian serta data
lapangan hasilkegiatan;

b. peta wilayah penciutan atau pengembalian

besertakoordinatnya;

. bukti pembayaran kewajiban keuangan;

.laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan

e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yangdiciutkan
atau dilepaskan.

0.0

Pasal 52
Pemegang IUP Eksplorasi mempunyaikewajiban untuk
melepaskan WIUP denganketentuan:
a. untuk IUP mineral logam:

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang
dapatdipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh
ribu)hektare; dan

2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP
Eksplorasisaat  peningkatan  menjadi  [UPOperasi
Produksi wilayahyang dipertahankan paling banyak
25.000 (dua puluhlima ribu) hektare.

b.untuk IUP batubara:

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang
dapatdipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh
limaribu) hektare; dan

2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasisaat
peningkatan menjadi [UPOperasi Produksi wilayahyang
dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belasribu)
hektare.

c. untuk IUP mineral bukan logam:

1. pada tahun kedua  wilayah  eksplorasi yang
dapatdipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas
ribulima ratus) hektare; dan

2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasisaat
peningkatan menjadi IUP Operasi Produksiwilayah yang
dipertahankan paling banyak 5.000 (limaribu) hektare.
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d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:

1. pada tahun  ketiga wilayah  eksplorasi yang
dapatdipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas
ribulima ratus) hektare; dan

2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasisaat
peningkatan menjadi IUP Operasi Produksiwilayah yang
dipertahankan paling banyak 5.000 (limaribu) hektare.

e. untuk IUP batuan:

1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang
dapatdipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu
limaratus) hektare; dan

2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasisaat
peningkatan menjadi IUP Operasi Produksiwilayah yang
dipertahankan paling banyak 1.000(seribu) hektare.

Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan
sudahdicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
[UPEksplorasi tidak diwajibkan lagimenciutkan wilayah.

BAB IV
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN
Pasal 53
Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan

penghentiansementara apabila terjadi:
a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
c. kondisi daya dukung lingkungan.

Penghentian sementara kegiatan usaha
pertambangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangimasa berlaku IUP, IPR atau IUPK.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat(l) huruf a dan huruf b, penghentian sementara
dilakukanoleh bupati sesuai dengankewenangannya
berdasarkan permohonan dari pemeganglUP, IPR atau IUPK.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat(1l) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:

a. inspektur tambang;

b. bupati sesuai dengankewenangannya berdasarkan
permohonan darimasyarakat.

Pasal 54
Penghentian sementara karena keadaan kahar
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a harus
diajukanoleh pemegang IUP, IPR atau IUPK dalam jangka
waktu palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinyakeadaan kahar kepada bupati sesuai dengan
kewenangannya untuk memperolehpersetujuan.

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahundan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.



(3) Penghentian sementara karena keadaan yang
menghalangisebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
huruf bdiberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu)
tahundan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka
waktu 1(satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan
denganpersetujuan bupati sesuaidengan kewenangannya.

(4) Apabila jangka waktu penghentian sementara
sebagaimanadimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat
diberikanperpanjangan jangka waktu penghentian sementara
dalamhal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 55
Permohonan perpanjangan penghentian sementara
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diajukan secara
tertulisdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalendersebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 56
(1) Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang telah diberikan
persetujuanpenghentian sementara dikarenakan keadaan
kaharsebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf
a,tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi
kewajibankeuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang telah diberikan
persetujuanpenghentian sementara dikarenakan keadaan
yangmenghalangi dan/atau kondisi daya dukung
lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huruf b, danhuruf ¢ wajib:

a. menyampaikan laporan kepada bupati sesuai dengan
kewenangannya;

b. memenuhi kewajiban keuangan; dan

c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan,keselamatan
dan kesehatan kerja, serta pemantauanlingkungan.

Pasal 57
Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:
a. habis masa berlakunya; atau
b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK.

Pasal 58
Dalam  hal jangka  waktu yang  ditentukan  dalam
pemberianpersetujuan penghentian sementara telah habis dan
tidakdiajukan permohonan perpanjangan atau
permohonanperpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara
tersebutberakhir.

Pasal 59
(1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum
berakhirdan pemegang IUP, IPR dan IUPK sudah siap untuk
melakukankegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan
permohonanpencabutan penghentian sementara kepada
bupatisesuai dengankewenangannya.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada



ayat(l) bupatisesuai dengankewenangannya menyatakan
pengakhiran penghentiansementara.

Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentiansementara
kegiatan usaha pertambangan diatur denganPeraturan Bupati.

BAB V
PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI,
PENGENDALIAN PRODUKSI,
DAN PENGENDALIAN PENJUALANMINERAL DAN BATUBARA

Pasal 61
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi IPR dan IUPK harus
mengutamakan kebutuhan mineral dan/ataubatubara untuk
kepentingan dalam negeri.

(2) Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara
didalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputikebutuhan  untuk  industri  pengolahan dan
pemakaianlangsung di dalam negeri.

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi IPR dan IUPK dapat
melakukan ekspor mineral atau batubara yangdiproduksi
setelah terpenuhinya kebutuhan mineral danbatubara dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengutamaankebutuhan mineral dan batubara untuk
kepentingan dalamnegeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 62
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi IPR dan IUPK mineral dan
batubara yangmengekspor mineral dan/atau batubara yang
diproduksiwajib berpedoman pada harga patokan.

(2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk mineral logam dan batubara;
b. Bupatisesuai dengankewenangannya untuk mineral bukan
logam dan batuan.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan  berdasarkanmekanisme pasar dan/atau
sesuaidengan harga yang berlaku umum di pasaran.

Pasal 63
(1) Pemegang IUP, IPR dan IUPK harus mengutamakan
penggunaantenagakerja setempat.

(2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan tenagakerja asing,
terlebih dahulu mengajukan permohonankepada Bupati.

(3) Bupati setelah menerima permohonan sebagaimanadimaksud
pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis danberkoordinasi
dengan instansi teknis yang menyelenggarakanurusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



Pasal 64
(1) Pemegang IUP, IPR dan IUPK harus mengutamakan
barang,peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung
dalamnegeri serta produk impor yang dijual di Indonesia
dalamkegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

denganketentuan:
a. Memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
b. Dapat menjamin kontinuitas pasokan dan

ketepatanwaktupengiriman.

(2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku,dan
bahan pendukung lainnya serta produk impor yangdijual di
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danbarang
yang akan di impor sendiri harus disampaikankepada Bupati
dengan tembusan ke Gubernur dan Menteri.

(3) Dalam hal pemegang IUP, IPR dan IUPK melakukan
imporbarang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung
wajibmemenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang perdagangan.

Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tenaga kerja,
tatacara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan
bahanpendukung lain diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66
(1) Bupati melakukan  pengendalian  produksi  mineral
danbatubara yang dilakukan oleh pemegang IUP
OperasiProduksi mineral atau batubara sesuai dengan
Ketentuan Pemerintah.

(2) Pengendalian produksi mineral dan batubara
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

. Memenuhi ketentuan aspek lingkungan;

. Melakukan konservasi sumber daya mineral danbatubara;

. Mengendalikan harga mineral dan batubara.

. Pemberdayaan tenaga kerja setempat tanpa menggunakan
alat berat dalam tahap penambangan dan pengangkutan
untuk batuan.
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BAB VI
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHANDAN
PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu
Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah,Pengolahan dan
Pemurnian

Pasal 67
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi IPR dan IUPK mineral wajib
melakukan pengolahan dan pemurnian untukmeningkatkan
nilai tambah mineral yang diproduksi, baiksecara langsung
maupun melalui kerja sama denganperusahaan pemegang
IUP, IPR dan IUPK.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telahmendapatkan IUP Operasi Produksi untukpengolahan
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dan pemurnian.

IUP Operasi Produksi untuk pengolahan danpemurnian
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)diberikan oleh
Bupatisesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

Pemegang IUP Operasi ProduksilPR dan IUPK batubara wajib
melakukan pengolahan untuk meningkatkannilai tambah
batubara yang diproduksi baik secara langsungmaupun
melalui kerja sama dengan perusahaan, pemeganglUP, IPR
dan IUPK.

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telahmendapatkan IUP Operasi Produksi untukpengolahan.

IUP Operasi Produksi untuk pengolahan
batubarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diberikanoleh Bupati sesuai dengankewenangannya.

Bagian Kedua
Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 69
Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilaitambahnya
terdiri atas pertambangan:
a. Mineral logam;
b. Mineral bukan logam;
c. Batuan; atau

d. Batubara.

Peningkatan nilai tambah mineral logam
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
melaluikegiatan:

a. Pengolahan logam; atau
b. Pemurnian logam.

Peningkatan  nilai tambah  mineral bukan logam
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
melaluikegiatan pengolahan mineral bukan logam.

Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatanpengolahan
batuan.

Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui

kegiatanpengolahan batubara.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan
nilaitambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud
dalamPasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VII
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN
OPERASI PRODUKSI

Pasal 71
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IPR dan IUPK yang akan
melakukan kegiatan operasi produksi wajibmenyelesaikan
sebagian atau seluruh hak atas tanah dalamWIUP, WPR dan
WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi , IPR dan IUPKwajib
memberikan kompensasi berdasarkankesepakatan bersama
dengan pemegang hak atas tanah.

BAB VIII
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 72
(1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan
eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan
dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Reklamasi wajib dilaksanakan oleh Pemegang IUP Operasi
Produksi, IPR dan IUPK pada setiap tahap kegiatan operasi
produksi atau penambangan.

(3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 73
(1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan
studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan
rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati
sesuai kewenangannya.

(2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan
pengajuan permohonan IUP operasi produksi dan IUPK.

(3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana
dimaksud ada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen
lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi-instansi
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

(4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan :
a. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan keselamatan dan kesehatan kerja;
b. Sistem dan metode penambangan berdasarkan studi
kelayakan;dan
c. Kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan.



(5) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang IUP
operasi produksi dan IUPK wajib memenuhi prinsip:
a. Perlindungan dan  pengelolaan lingkungan  hidup
pertambangan;
b. Keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Konservasi mineral dan batubara.

BAB IX
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 74
(1) Pemegang IUPdan IUPK wajib menyerahkan seluruh datayang
diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksikepada
Bupati sesuaidengan kewenangannya.

(2) Pemegang I[UPdan IUPK yang diterbitkan oleh Bupati
wajibmenyampaikan laporan tertulis secara berkala atas
rencanakerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan
usahapertambangan mineral atau  batubara kepada
Bupatidengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 75
Bupati harus menyampaikan laporan tertulis mengenai
pengelolaan kegiatan wusaha pertambangan sesuai dengan
kewenangannya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam)
bulan.

Pasal 76
(1) Laporan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 75
memuatlaporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu
dandalam  suatu tahapan  kegiatan tertentu yang
disampaikanoleh pemegang IUP Eksplorasi sertapemegang
IUP Operasi Produksi, IPR dan IUPK.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75disampaikan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender
setelah berakhirnya tiap triwulan atautahun takwim kecuali
laporan dwi mingguan dan bulanantahapan kegiatan operasi
produksi.

(3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan disampaikan
kepada Bupati sesuai dengankewenangannya dalam jangka
waktu paling lambat 45(empat puluh lima) hari kalender
sebelum berakhirnya tiaptahun takwim.

Pasal 77
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan
tanggapan terhadap laporan.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterimanya tanggapan tersebut.



BAB X
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR WIUP

Pasal 78
(1) Pemegang IUP, IPR dan IUPK wajib menyusun program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
WIUP dan WIUPK.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dikonsultasikan dengan Pemerintah  Kabupaten, dan
masyarakat setempat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat kepada Bupati setempat untuk
diteruskan kepada pemegang IUP dan IUPK.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di
sekitar WIUP, WPR dan WIUPK yang terkena dampak
langsung akibat aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan
operasional penambangan dengan tidak melihat batas
administrasi.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi
biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
pada anggaran dan biaya pemegang IUP dan IUPK setiap
tahun.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh
pemegang IUP , IPR dan IUPK.

Pasal 79
Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan
rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan
danpemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana
kerjadan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk
mendapatpersetujuan.

Pasal 80
Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK wajib
menyampaikan laporan realisasi programpengembangan dan
pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam)bulan kepada Bupati.



BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 81
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan kewenangn pengelolaan di bidang usaha
pertambangan.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab
melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUP,
IPR dan IUPK.

Pasal 82
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86, antara
lain :
Teknis pertambangan;
Pemasaran;
Keuangan;
Pengolahan data mineral dan batubara;
Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
Keselamatan operasi pertambangangan;
. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan
pascatambang;
Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
j- Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakata setempat;
Pengusasaan, pengembangan dan penerapan teknologi
pertambangan;
m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha
pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf 1 dilakukan oleh
inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai inspektur
tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah
diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Perlindungan Masyarakat

Pasal 83
(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari
kegiatan usaha pertambangan berhak :
a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam
pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan



ketentuan perundang-undangan;

b. Mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian
akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi
ketentuan.

(2) Ketentuan mengenaiperlindungan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

BAB XII
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 84
(1) Pemegang IUP, IPR dan IUPK wajib membayar pendapatan
negara dan daerah.

(2) Pendapatan negara dan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara
bukan pajak.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas :

a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-undangan
dibidang perpajakan; dan

b. Bea masuk dan cukai

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas :
a. Iuran tetap;
b. Iuran eksplorasi;
c. Iuran produksi; dan
d. Kompensasi data informasi.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah; dan
c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 85
(1) Pemegang IUPK operasi produksi untuk pertambangan mineral
logam dan batubara wajib membayar sebesar 4 % (empat
persen) kepada pemerintah dan 6 % (enam persen) kepada
pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)

diatur sebagai berikut :

a. Pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1 % (satu
persen);

b. Pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian
sebesar 2,5 % (dua koma lima persen); dan

c. Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
sama mendapat bagian sebesar 2,5 % (dua koma lima
persen).
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BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 86
Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia,
pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang
diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan;

c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang
untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka
dalam perkara  tindak  pidana  kegiatan  usaha
pertambangan;

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan
usaha pertambangan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan
usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan
peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak

pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan
usahapertambangan yang digunakan untuk

melakukantindak pidana sebagai alat bukti;

g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli
yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara  tindak  pidana dalam = kegiatan  usaha
pertambangan; dan/atau

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 87
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan
menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi
negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peilyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak
terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan
merupakan tindak pidana.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat



(2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88
(1) Pemegang IUP, IPR dan IUPK yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan kewajiban yang ada dikenai sanksi
administratif terlebih dahulu.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara IUP, IPR dan IUPK;
c. Pencabutan IUP, IPR dan IUPK.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan oleh Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 89
Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,
IPR dan IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 90
Pemegang IUP, IPR dan IUPK yang dengan sengaja menyampaikan
laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan
palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Pasal 91
Setiap orang yang mempunyai IUP dan IUPK Eksplorasi tetapi
melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dam denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 92
Setiap orang atau pemegang IUP, IPR dan IUPK Operasi Produksi
yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang
bukan dari pemegang IUP, IPR dan IUPKdipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 93
Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha
pertambangan dari pemegang IUP, IPR dan IUPK yang telah
memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).



Pasal 94
Tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak
pidana;
b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
danl atau
c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
yang merupakan peraturan pelaksanaan danPeraturan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Surat Izin
Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Dalam
Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 September 2012

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA



Pasal 94
Tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak
pidana;
b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
danl atau
c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Surat Izin
Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Dalam
Kabupaten Ogan Ilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 96
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggall2 September 2012
BUPATI OGAN ILIR,
dto.
MAWARDI YAHYA
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal,12 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

Ir. H. SOBLI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611010 198903 1 023
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